RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA, STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GEOLOGI DAN
LABORATORIUM DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

| 8 LATAR BELAKANG

Keberadaan Badan Layanan Umum telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Badan
Layanan Umum adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, maka Tata Kelola, Standar Pelayanan
Minimal dan Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Unit Pelaksana Teknis Dinas
Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana

Strategis.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1213);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimanan telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 79);

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Geologi
dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan (Berita Daaerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022 Nomor 17).

MAKSUD DAN TUJUAN

a.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD
UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral dalam melaksanakan Tata Kelola, Standar Pelayanan
Minimal dan Renstra sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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b. Peraturan Gubernur ini bertujuan:

1. Memberikan Pengaturan dan kebuakan yang jelas mengenai Tata
Kelola BLUD.

2. Memberikan panduan bagi BLUD dalam melaksanakan
pelayanan publik pada UPTD Geologi dan Laboratorium.

3. Untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan
operasional BLUD UPTD Geologi dan Laboratorium.

SASARAN

Terlaksananya Standar pelayanan Minimal dan Meningkatnya kualitas
tata kelola serta terealisasinya Rencana Strategis pada UPTD Geologi
dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sumatera Selatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini

meliputi peraturan internal UPTD Geologi dan Laboratorium dalam
menjalankan BLUD.

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

Sumatera Selatan tentang Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan
Renstra pada UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Sumatera Selatan perlu mendapat pencermatan yang

mendalam dan komprehensif serta melakukan kajian yang berkaitan dengan

materi Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Renstra pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas Geologi dan Laboratorium.

Palembang, Febrvari 2025
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